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Dalam penelitian ini fokus untuk mengetahui bagaimana koran harian nasional 

Republika dan Kompas mengemas bingkai pemberitaan melalui cara pandangnya masing 

masing dengan satu topik atau realitas yang sama. penelitian ini memakai pendekatan 

deskriptif kualitatif, basis data dalam penelitian ini yaitu pemberitaaan tragedi teror bom 

Surabaya dalam koran cetak Republika dan Kompas edisi 14 hingga 31 Mei. Teknik 

analisis data menggunakan model framing Robert Entman dengan empat elemen meliputi 

pendefinisian masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan langkah penyelesaian 

masalah.Hasil penelitian ini, teror bom di Surabaya dikonstruksikan Republika sebagai 

masalah kelambanan pemerintah dalam mengesahkan Undang Undang Antiterorisme, 

yang terjadi karena adanya perdebatan mengenai definisi terorisme dan wacana pelibatan 

TNI dalam menangani kasus terorisme. Republika juga menilai harusnya pemerintah 

memberikan aturan hukum bagi aparaat keamanan seperti kepolisian dan TNI dan segera 

mengesahkan Undang Undang agar menjadi rujukan hukum dalam menindak kasus 

terorisme. Berbeda dengan bingkai yang dikonstruksi oleh Kompas, yang mendefinisikan 

terorisme sebagai ancaman bagi bangsa, bingkai tersebut dipilih Kompas karena masih 

banyak jaringan terorisme yang dicekal oleh kepolisian. Kompas juga menilai seharunya 

ada aturan hukum untuk menindak masalah terorisme, dan aturan hukum tersebut harus 

segera disahkan oleh pemerintah. 

Kata Kunci ; Framing, Republika, Kompas, Terorisme, Surabaya, UU Terorism 
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In this research the focus is to find out how the national daily newspaper 

Republika and Kompas package the news frame through their perspectives with one topic 

or the same reality. This study uses a qualitative descriptive approach, the database in this 

study is the preaching of the Surabaya bombing tragedy in the print edition of the 

Republika and Kompas editions from May 14 to 31. The data analysis technique uses 

Robert Entman's framing model with four elements including problem definition, 

diagnose cause, make moral judgment, and the step of solving the problem.The results of 

this research, the bomb terror in Surabaya was constructed by Republika as a matter of 

government inaction in ratifying the Anti-terrorism Law, which occurred because of the 

debate over the definition of terrorism and the discourse of involving the Indonesia 

National Military in dealing with terrorism cases. Republika also considered that the 

government should provide legal rules for security forces such as the police and the 

military and immediately ratify the law to become a legal reference in dealing with 

terrorism cases. In contrast to the frame constructed by Kompas, which defines terrorism 

as a threat to the nation, the frame was chosen by Kompas because there were still many 

terrorist networks which were blocked by the police. Kompas also considers that there 

should be a rule of law to deal with the problem of terrorism, and that the rule of law must 

be immediately passed by the government. 

Keyword ; Framing, Republika, Kompas, Terorism, Surabaya, UU Terorisme 

 

 

 

 

 



1.1  Pendahuluan 

Berita yang dibuat oleh media massa jika dibaca menggunakan paradigma 

konstruktivisme tak lain merupakan praktik kontruksi atas realitas yang terjadi, 

media massa dalam hal ini wartawan akan melihat realitas dari berbagai sisi yang 

menarik untuk disajikan oleh para pembaca (Eriyanto, 2002, hal. 97).  Media 

massa melalui wartawan akan melakukan praktik storytelling pada suatu peristiwa  

yang dianggap relavan atau menarik, alhasil terjadinya satu peristiwa yang ada 

akan dimaknai dengan cara pandang yang berbeda oleh setiap wartawan media 

massa (Iswara, 2011, hal. 24). Praktik ini juga tidak terlepas dari profesionalitas 

seorang wartawan dan juga kepentingan media massa.  

 Media tidaklah bebas namun media dapat membingkai suatu realitas 

dengan penonjolan-penonjolan tertentu, dengan satu peristiwa yang terjadi media 

massa akan memberitakan bagian-bagian yang penting untuk diangkat menjadi 

berita. Dari framing yang dilakukan oleh media massa akan terjadi dialektika 

antara berita dan audiance, pemaknaan atas realitas yang terjadi pada akhirnya 

sama dengan realitas yang dibingkai oleh media massa. 

Dalam proses penentuan framing, media massa mempunyai keterkaitan 

dengan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses produksi konten 

berita. Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese dalam Mediating The Messege: 

Theories of Influences on Mass Media Content (1996) menerangkan terdapat lima faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam menentukan konten yakni, faktor 

pengaruh individu wartawan, faktor rutinitas media, faktor organisasi, faktor eksternal 

dan faktor ideologi.   

Kasus aksi terorisme menjadi hal yang sexy bagi media massa dalam 

rangka mengabarkan informasi kepada khalayak luas, hampir semua tragedi 

terorisme media massa berskala nasional tak pernah absen untuk memberitakanya 

dengan konsep bingkai pemberitaan dari masing masing media. Hal tersebut juga 

berkaitan dengan adanya relasi antara terorisme dan media, dalam praktiknya aksi 

radikalisme dan terorisme tidak akan bertahan lama jika hanya mengandalkan 

kekerasan dan persebaran invasi teritorial kekuasaan, maka dari itu terorisme 



membutuhkan media massa untuk menyebarluaskan ketakutan sosial dan tetap 

eksis dalam pengetahuan khalayak luas, hal tersebut selaras dengan asumsi 

Marshar McLuhan yang berbunyi without communication terorism would not 

exist. Jika ditelaah dengan jauh adalah adanya sirkulasi kepentingan antara aksi 

radikalisme dan terorisme dengan media massa, dengan logika dasar pelaku 

terorisme memerlukan blow up media massa atas aksinya, sedangkan media 

massa menjadikan terorisme sebagai bahan produksi berita yang tak lain untuk 

kepentingan materi semata(Wibowo, 2015, hal. 46) 

Sirkulasi antara terorisme dan media massa adalah memberitakan dan 

menyampaikan ajaran Islam radikal, dengan membiayai atau membuat media 

massa terus memproduksi terorisme agar dapat melakukan konstruksi sosial 

mengenai aksi tersebut, adapun lima situs di Indonesia yang mendukung aksi 

terorisme dan ISIS yakni; Shautussalam, Arrahmah, Al-Mustaqbal, Kompas Islam 

dan VOA-Islam(Maarif Institue, 2017, hal. 167-168)dengan adanya lima situs 

tersebut menandakan adanya kebutuhan pelaku terorisme untuk terus 

direproduksi oleh media agar tatanan sosial terus dapat mengingat dan mengetahui 

akan terorisme yang masih aktif dan ada.  

Menilik aksi radikalisme dan terorisme, di hari Minggu tanggal 13 Mei 

2018 terjadi teror ledakan bom di tempat ibadah di Surabaya Jawa Timur, tiga 

gereja dalam jeda waktu yang tidak lama terjadi ledakan bom, ada di tiga 

tempat.Gereja Santa Maria Tak Bercela di jalan Ngagel Madya, Gereja Pantekosta 

di jalan Arjuna, dan Gereja Kristen Indonesia (GKI) di jalan Diponegoro. Pelaku 

teror bom di tiga gereja berlokasi di Surabaya tersebut adalah seorang pria 

sekaligus kepala keluarga bernama Dika Supriyanto serta melibatkan keluarga 

anak dan istri untuk ikut dalam aksi radikal tersebut.  

 Peristiwa ledakan bom di tiga Gereja di Surabaya menjadi perburuan 

wartawan media massa untuk mengangkatnya menjadi isu terhangat dan menjadi 

tranding isu nasional. Banyak berita terbit dengan framing yang berbeda atas satu 

peristiwa yang sama. Penonjolan-penonjolan dari berbagai sisi terlihat juga pada 



berita dalam surat kabar harian Republika dan Kompas, satu hari setelah 

terjadinya ledakan bom. 

 Dengan adanya prodkusi informasi yang dilakukan media massa dalam 

hal ini surat kabar pada tragedy terorisme di Surbaya, maka menarik untuk 

dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana surat kabar membingkai kasus 

terorisme di Surabaya dalam pemberitaanya. Serta untuk mengetahui lebih lanjut 

apa saja faktor yang dapat mempengaruhi surat kabar dalam menentukan bingkai 

pemberitaanya pada kasus Terorisme di Surabaya. Objek penelitian ini tertuju 

pada surat kabar berskala nasiional yaitu Kompas dan Republika, surat kabar 

berplatform nasionalis dan agamis.  

2.1.  Metode Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana dua surat kabar 

harian nasional Republika dan Kompas dalam melakukan konstruksi atas realitas 

Bom di Surabaya pada bulan Mei 2018. Maka dari itu penelitian ini akan 

menggunakan teknik analisis framing  model Robert Entman dengan 

pertimbangan sesui dengan tujuan penelitian yang dijalankan. Entman dalam 

Toward Clarification of a FracturedParadigm menguraikan media massa selalu 

mempunyai framing yang menonjol untuk disajikan menjadi berita, selanjutnya 

Entmen membagi framing dalam dua konsep, yaitu seleksi isu dan penonjolan isu. 

(Entman, 1993, hal. 52-53). Struktur analisis framing model Entman meliputi 

empat hal yang melekat dalam konten pemberitaan media massa, yakni 

pendefinisian masalah, penyebab masalah, pemberian nilai moral dan langkah 

penyelesaian masalah. Keempat sturktur analisis tersebut digunakan sebagai aat 

analisis pada pemberitaan tanggal 15 hingga 30 Mei 2018 pada surat kabar 

Republika dan Kompas.  



3.1 Pembahasan 

A.   Frame Republika 

Surat kabar Islami seperti Republika dalam mewartakan peristiwa 

terorisme dapat dipastikan membawa konstruksi narasi kontraterorisme, hal ini 

menjadi wajar yang dapat dijumpai dalam teks teks media Islami. Murujuk pada 

riset berjudul Kabar Kabar Kekerasan dari Bali yang telah diuraikan dalam bab 

dua, terdapat dua hal fundamental yang selalu dikonstruksikan media Islami 

dalam mewartakan peristiwa terorisme. Pertama, framing menangkal strereotype 

teroris adalah muslim. Dan yang kedua adalah terorisme dikonstruksikan sebagai 

ideologi ekstremis yang mempunyai tujuan hegemonik-politis. Hal tersebut 

dilakukan sebagai konsekuensi ideologis surat kabar Republika. 

Republika Dalam mewartakan peristiwa teror ledakan bom di Surabaya 

juga melakukan penonjolan serupa. Hal tersebut dijumpai pada berita berjudul 

Kapolri : Pengebom Sekeluarga, diturunkan tanggal 14 Mei. Dalam tubuh berita 

tersebut dikonstruksikan ledakan bom di Surabaya tak lain merupakan akibat dari 

adanya ekspansi ideologi dan kepentingan ISIS melalui jaringan sempalanya yang 

ada di Indonesia. Dalam hal ini JAD yang merupakan latar belakang organisasi 

pelaku teror bom di Surabaya yang mempunyai geneologi ideologis dengan 

struktur besar ISIS.  

Namun, setelah mempelajari data data berita yang diterbitkan Republika 

di bulan Mei 2018, dari adanya 23 berita mengenai teror bom di Surabaya hanya 

terdapat 2 berita yang diturunkan Republika yang menjelaskan mengenai pelaku 

teror bom ataupun membongkar struktur besar di balik pelaku teror. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan dua faktor. Pertama, surat kabar Republika menonjolkan 

pewartaan mengenai RUU Antiterorisme. Kedua, sejak peristiwa bom Thamrin di 

tahun 2016, mulai diinisiasi oleh pemerintah tentang RUU Antiterorisme sebagai 

landasan hukum dalam memberantas aksi terorisme, namun proses penyusunan 

RUU tersebut mangkrak di forum sidang hingga terjadi lagi peristiwa yang sama 

di Surabaya. 



Atas dasar analisis di atas, untuk dapat melihat kecenderungan framing 

Republika atas kejadian teror di Surabaya peneliti akan fokus dengan penonjolan 

penonjolan realitas yang berkembang yang dikemas oleh Republika menjadi 

realitas konstruksinya sendiri atau bingkai peristiwa versi Republika. 

Sebagaimana analisis di bawah.  

Problem Identification ; ledakan bom di surabaya adalah aksi teror yang 

pertama kali, aksi tersebut terjadi tepat setelah insiden bom thamrin di Jakarta dua 

tahun lalu pada 2016. Pasca insiden bom thamrin pula RUU Antiterorisme 

dicanangkan dalam sidang  parlemen. Namun dalam kurun dua tahun hingga 

terjadi lagi teror serupa yang menewaskan banyak korban, susunan UU tersebut 

juga tidak kunjung rampung. 

Satu hari setelah teror di Surabaya, surat kabar Republika lebih banyak 

menyoroti polemik dan perkembangan UU yang sedang dalam persidangan. 

Republika mengkonstruksikan mengenai lambatnya DPR dalam membahas UU 

Antiterorisme sehingga mangkrak. Untuk menunjukan masalah yang berkembang 

tersebut Republika menulis berita di tanggal 14 Mei berjudul Revisi UU 

Antiterorisme Didesak Lagi ;  

"Saya sudah ingatkan jangan sampai ada insiden baru revisi UU 

Terorisme. Yang dulu diajukan pada waktu peristiwa (pengeboman) Thamrin. 

Sesudah peristiwa Thamrin kami ajukan revisi, sekarang nyangkut. Makanya 

saya katakan ini harus dituntaskan,"kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

(Menkumham) Yasonna Laoly usai menghadiri peletakan batu pertama 

pembangunan gedung Gereja BNKP Jemaat Padang, Ahad (13/5).(Koran 

Republika, 14 Mei 2018) 

Kutipan teks berita di atas mengkonstruksikan adanya permasalahan pada 

tataran elite yang mempunyai wewenang dalam membahas UU. Hal itu juga 

menonjolkan aksi teror bom Surabaya menjadi alasan kuat agar UU tersebut cepat 

dikutuk palu dan segera diwujudkan.  

Terjadinya teror bom Surabaya oleh Republika dibingkai karena 

kurangnya pencegahan secara judicial atau hukum dalam merespon jaringan 



terorisme yang ada. Dalam artian molornya pembahasan UU mengakibatkan akan 

terus mengakibatkan aksi teror lanjutan. Hal tersebut ditunjukanRepublika 

melalui teks berita berikut ;  

“molornya proses pembahasan revisi UU Antiterorisme selama 1,5 tahun 

terakhir malah memberi ruang bagi aksi terorisme.”(Koran Republika, Mei 2018) 

Di atas adalah argumentasi dari Menkumham Yasona Laoly yang oleh 

Republika dijadikan pononjolan konstruksi. Selanjutnya, dalam prosesnya 

lembaga negara seperti kepolisian tidak bisa menindak soal terorisme jika tidak 

ada aksi nyatanya, karena sejauh ini kepolisian bergerak ketika aksi teror memang 

benar terjadi. Dari sini dapat dilihat FramingRepublika “menyudutkan” 

pemerintah khusunya DPR yang menjadi sebab dibalik terjadinya aksi teror bom 

Surabaya.  

Causal Interpretation ; faktor penyebab masalah yang Republika adalah 

adanya polemik perdebatan dalam membahas beberapa pasal dalam UU 

Antiterorisme yang mengakibatkan belum tuntasnya pembahasan tersebut, dilain 

sisi hal ini menjadi citra pemerintah yang lamban dalam menerbitkan kebijakan 

berupa produk UU.  

Anggota Pansus Revisi UU Antiterorisme dari Fraksi PPP Arsul Sani 

menuturkan, sejauh ini definisi terorisme menjadi satu-satunya poin yang belum 

disepakati DPR dan pemerintah. Poin ini juga yang membuat Revisi UU 

Antiterorisme itu tak kunjung disahkan, sejak digagas sejak 2016 lalu. (Koran 

Republika, Mei 2018) 

Pernyataan di atas menunjukan belum adanya titik terang akan usainya 

pembahasan UU, dijelaskan pokok permasalahan ada pada belum disepakatinya 

definisi terorisme oleh semua fraksi. Dalam definisi terorisme terdapat perdebatan 

pro dan kontra mengenai adanya pencantuman frasa latar belakang motif ideologi, 

politik dan keamanan negara. Untuk memperjelas konstruksi atas perdebatan yang 

menjadi faktor penyebeb masalah Republika menulis sebagai berikut ;  



beberapa pasal dalam rencana revisi dipersoalkan. Di antaranya soal 

definisi terorisme, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme, serta sejumlah 

proses penahanan tanpa bukti-bukti pendahuluan atas tindak pidana 

terorisme.(Koran Republika, Mei 2018) 

Penuturan dari Menteri Menkumham menonjolkan beberapa poin seperti 

frasa motif ideologi dan politik serta kemanan negara yang menjadi pusaran 

perdebatan. Selanjutnya gambaran mengenai frasa motif ideologi dan politik 

sehingga bisa menjadi pro kontra dibingkai oleh Republika pada kutipan berita 

berikut ;  

Sebagian Pansus DPR menginginkan definisi terorisme tak hanya seperti 

selama ini, tetapi juga memasukkan frasa motif politik, motif ideologi, dan frasa 

ancaman keamanan negara. "Kemudian teman dari Polri ini keberatan, 

keberatan kalau ada frasa soal motif politik dan frasa keamanan negara," ujar 

Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5) (Koran Republika, 

Mei 2018) 

Kutipan berita di atas merupakan penuturan dari Fraksi PPP Arsul Sani, 

yang menunjukan titik polemik pembahasan. Sejumlah fraksi mengusulkan 

penambahan frasa motif ideologi, politik untuk pelaku terorisme, dan juga pasal 

keamanan negara. Namun dilain sisi pihak kepolisian yang nantinya bergerak 

menggunakan dasar hukum UU tersebut mempunyai pertimbangan lain. Untuk 

melihat antitesis yang muncul dari pihak kepolisian ada dalam kutipan berikut ;  

Polri keberatan dengan dimasukkannya frasa motif politik dan ideologi 

sebagai bagian dari definisi terorisme karena khawatir digunakan kuasa hukum 

tersangka terduga teroris maupun terdakwa untuk menghin dar dari 

tuduhan. Polri pun menilai, dicantumkannya motif politik dalam batang tubuh 

UU juga mempersempit ruang penegak hukum untuk menindak pada pelaku 

terduga teror. (Koran Republika, Mei 2018) 

Dari pertentangan yang ditunjukan Polri menginginkan tidak 

dicantumkanya usulan dari DPR, karena hal tersebut akan dapat memberantas 



jaringan teroris secara menyeluruh, terlebih dalam pemberian jatuhan pidanan, 

karena terkekang oleh definisi motif ideologi, dan politik.  

Untuk melihat bagaimana beberapa fraksi dalam pansus Revisi UU yang 

mengusulkan definisi tersebut juga merasionalisasikan mengenai perlunya 

penambahan dalam definisi terorisme tentang adanya motif ideologi dan politik, 

surat kabar Republika menulis ;  

beberapa fraksi di Pansus Revisi UU juga memiliki alasan memasukkan 

unsur motif politik dan ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-sewenangan 

penegak hukum. Menurutnya, sebagian fraksi menilai frasa untuk menghindari 

aparat hukum langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami 

sama sekali oleh polisi (Koran Republika, Mei 2018). 

Kalimat sebagian fraksi menilai frasa untuk menghindari aparat hukum 

langsung menetapkan pasal UU Terorisme yang belum didalami sama sekali oleh 

polisimenandakan adanya perdebatan dan ketidaksepahaman antara DPR dan 

Polri. Selanjutnya, pada kalimatalasan memasukkan unsur motif politik dan 

ideologi, yakni untuk mencegah kesewenang-sewenangan penegak 

hukummerupakan alasan fundamental dari fraksi yang membahas UU 

Antiterorisme. 

Selanjutnya polemik perdebatan dalam pembahasan dilain topik, dapat 

ditemui dalam inisiasi memasukan kalimat keamanan negara dalam definisi 

terorisme. Hal tersebut juga menuai pro dan kontra antara DPR dan Polri. 

Republika menulisnya sebagaimana berikut ; 

frase ancaman keamanan negara juga menjadi poin yang belum disetujui 

pihak Polri dari tim panita kerja pemerintah. (Koran Republika, Mei 2018) 

Mengenai polemik frasa keamanan negara, hal tersebut menjadi 

perbincangan karena membuka ruang aparat seperti TNI untuk ikut dalam 

pemberantasan dan pidanan terorisme. Arsul legislator dari fraksi PPP 

menuturkan ; 



frase tersebut membuka ruang keterlibatan TNI dalam pemberantasan 

tindak pidana terorisme karena, kalau frase ancaman keamanan negara ini sudah 

bukan urusan Polri saja (Koran Republika, Mei 2018). 

Dari uraian faktor penyebab masalah di atas. Dapat dilihat bingkai 

penyebab molornya pembahasan tersebut adalah polemik perdebatan para aparat 

negara. Lamanya pembahasan tersebutlah yang menjadikan nafas panjang bagi 

pelaku dan sel jaringan terorisme untuk berkembang serta bertindak 

Moral Evaluation ; Republika memberikan jalan tengah untuk penilaian 

moral judgment atas framing di atas. Pemberian moral judgment tersebut 

berangkat dari pusaran perdebatan pembahasan UU Antiterorisme yang meliputi 

penambahan frase motif ideologi dan politik serta kemanan negara dalam tubuh 

definisi mengenai terorisme, yang memungkinkan masuknya keterlibatan TNI 

atau Koopssusgab untuk ikut dalam memberantas terorisme di Indonesia.  

Atas hal itu, Republika menilai menghidupkan kembali Koopssusgab 

adalah keputusan yang tidak tepat, Hal ini berkaitan dengan masalah 

konstitusional mengenai keterlibatan tugas aparat negara atau lembaga negara 

yang sudah diatur oleh hukum. Penunjukan moral judgment oleh Republika dapat 

ditemui pada kutipan berita berikut ; 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid 

mengatakan, UU Antiterorisme memiliki risiko dijadikan dasar untuk penahanan 

dan perlakuan sewenang- wenang serta tindak penyiksaan.Bahkan, UU tersebut 

dapat memperluas ruang lingkup penerapan hukuman mati. "Kami juga memiliki 

kekhawatiran tentang keputusan untuk melibatkan militer dalam penindakan 

terorisme," ujar Usman di Jakarta, Sabtu (26/5).(Koran Republika, Mei 2018) 

Teks berita di atas berjudul Penerapan UU Diminta Tak Langgar HAM. 

Usman selaku direktur Amnesty Internasional menuturkan frasa yang digagas 

dalam UU tersebut sangatlah lentur, yang memungkinkan dijadikan dalih agar 

keterlibatan militer dapat masuk untuk ikut serta menggunakanya.  



 Republika menilai jika militer terlibat memungkinkan terjadi tindakan 

responsif. Hal itu berkaitan jika adanya frasa ke manan negara yang ada, 

ditakutkan segala hal yang menganggu kemanan negara dipahami sebagai 

tindakan teror atau radikal diluar dari identifikasi yang mendalam mengenai 

terorisme. Terorisme yang dimaksud merupakan radikal dalam pikiran juga 

tindakan, namun jika frase keamanan negara menjadi ukuran untuk menindak 

peristiwa tanpa identifikasi lebih lanjut, hal tersebut mampu membungkam hak 

hak dalam bernegara. Republika menunjukan konstruksinya sebagaimana berikut 

;  

Salah satu yang dikhwatirkan berpotensi melanggar HAM adalah 

mengenai motif politik yang dikhawatirkan bersifat subversif. "Orang 

(dapat)tiba-tiba ditangkap, tiba-tiba diadili, tiba-tiba ditahan tanpa sesuatu yang 

jelas, makanya kita concern terhadap motif politik ini, bagaimana 

pengaturannya," kata Choirul, Sabtu.(Koran Republika, Mei 2018) 

Ungkapan Choirul selaku anggota Komnas HAM menggambarkan inisiasi 

penambahan frasa dalam definisi terorisme harus dimatangkan agar nantinya poin 

pon yang dibahas fokus, dan UU dapat digunakan semestinya dan hanya untuk 

tindakan yang seperti terorisme.  

selanjutnya, untuk menjelaskan menganai moral judge dari Republika 

mengenai terlibatnya TNI atau Koopssusgab adalah keputusan yan tidak tepat 

ditonjolkan pada tipan teks berita berikut ;  

Usman menerangkan, ada aspek-aspek yang jauh lebih substantif 

dibanding menghidupkan Koopssusgab.Beberapa aspek di antaranya penguatan 

deteksi dan kemampuan intelijen, penegakan hukum, pencegahan melalui 

deradikalisasi, revisi UU Antiterorisme, dan kontrol atas pendanaan atau 

transaksi orang- orang yang dianggap terlibat dalam kelompok teroris. (Koran 

Republika, Mei 2018) 

 

  Pada Pasal 7 UU TNI, lanjut Usman, diwajibkan ada keputusan politik 



negara untuk mengerahkan TNI dalam membantu Polri."Atau yang kedua, itu tadi 

ka lau mau menggunakan UU TNI, kalau mau menggunakan UU Polri, maka 

Pasal 41 itu ada tentang tugas perbantuan atas permintaan Polri kepada 

TNI. Namun, itu tetap TNI-nya di bawah koordinasi Polri," ujar Usman. (Koran 

Republika, Mei 2018) 

Teks di atas merepresentasikan moral judge Republika, bahwa TNI tidak 

tepat dan tidak perlu untuk dilibatkan dalam penanganan terorisme, kecuali 

mendapat perintah dari presiden dengan adanya keadaan darurat, hal itupun harus 

dengan payung hukum yang jelas seperti kepres atau Perpu, dan tidak melalui UU 

Antiterorisme yang sedang berlangsung dibahas. 

Treatment Recomendation ; seluruh polemik perdebatan yang didefinisikan 

oleh Republika membawa pada langkah penyelesaian masalah yakni pemberian 

payung hukum yang jelas bagi aparat keamanan agar lebih komprehensif dalam 

menanggulangi dan menindak pelaku terorisme. Republika menonjolkan hal itu 

dengan menulisnya sebagaimana berikut ;  

yang dicari aparat keamanan adanya payung hukum yang dapat membuat 

mereka lebih leluasa untuk bertindak melakukan langkah-langkah 

preventif,katanya menjelaskan. (Koran Republika, Mei 2018)(Koran Republika, 

Mei 2018) 

Sebelum me laku kan tindakan represif yang ber potensi memakan korban, 

sudah ada lang kah-langkah yang dapat dilakukan aparat keamanan. Karena itu, 

di butuhkan payung hukum untuk hal tersebut. Nah, ini butuh payung hukum 

sedang kita perjuangkan dan tidak usah dipolemikkan.Itu sesuatu yang sangat 

wajar, aparat keamanan perlu senjata, senjatanya apa? Ya, payung hukum itu, 

ujar Wiranto. (Koran Republika, Mei 2018) 

dalam teks di atas dapat dilihat Republika melalui penuturan narasumber 

Menteri Wiranto mengarahkan langkah penyelesaian masalah pada pemberian 

payung hukum bagi aparat keamanan dalam hal ini Kepolisian atau tim teror 

densus 88. Hal tersebut relavan  



dengan melihat pendefinisian masalah yang diuraikan oleh Republika 

yang menghindari terjadinya kasus terorisme serupa dengan menindak dan 

memberantas dengan landasan hukum, karena selama ini sebab terjadinya 

terorisme seperti di Surabaya adalah mandeknya pembahsan UU Antiterorisme. 

Di akhir bulan Mei DPR besrta pemerintah merampungkan sidang RUU 

Antiterorisme dengan keputusan final, hal terbut tepat pada tanggal 25. Dan tepat 

keesokan harinya Republika menurunkan 2 berita terakhir dalam  meliput 

peristiwa  ledakan bom di Surabaya pada sejak tanggal 13 Mei 2018. Dua berita 

terakhir yang diturunkan Republika menggambarkan penonjolan langkah 

penyelesaian masalah yang dikonstruksikan oleh Republika. Adapun kutipan 

berita berikut ;  

pembahasan tak berjalan mulus lantaran keengganan DPR.Tidak hanya 

itu, kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pun mengutarakan kritikan 

terhadap draf revisi UU Antiterorisme yang diajukan pemerintah, seperti poin 

penahan an selama enam bulan tanpa status dan pelibatan TNI. (Koran 

Republika, Mei 2018) 

Akselerasi revisi UU Anti terorisme tak lepas dari aksi teror bom yang 

terjadi di tiga gereja di Kota Surabaya, Jawa Timur, Ahad (13/5).Presiden Joko 

Widodo lantas meminta DPR agar segera menuntaskan revisi beleid itu.Jika 

tidak, Presiden mengancam akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti 

UU. (Koran Republika, Mei 2018) 

Dari kutipan teks berita di atas, angkah penyelesaian masalah berawal dari 

pemberian pendefianisan masalah mengenai  kelambanan DPR dalam 

menyelesaikan UU. Dan akhirnya diselesaikan dengan mengambil keputusan final 

karena didesak oleh benyak pihak. Selanjutnya untuk melihat keputusan final 

Republika menulisnya pada kutipan teks berita berikut ;  

Satu per satu fraksi dalam pansus lantas menyampai kan pandangan mini 

fraksi. Seluruh fraksi pun sepakat dengan definisi terorisme alternatif dua.Seperti 



halnya definisi terorisme alternatif satu, alternatif dua memuat penam bahan 

frasa motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan. 

Kalimat Seluruh fraksi pun sepakat dengan definisi terorisme alternatif 

dua, alternatif dua memuat penam bahan frasa motif ideologi atau politik atau 

gangguan keamanan.memberikan keterangan bahwa keputusan final ada pada 

usulan definisi terorisme alternatif dua, dengan menambahkan frasa motif politik 

dan ideologi serta keamanan negara.  

Namun dengan telah disahkanya UU tersebut. TNI yang sempat 

diwacanakan keterlilbatanya hingga kini belum aktif, karena UU Antiterorisme 

tidak diperuntukan untuk Koopssusgab TNI. Pada berita yang berjudul TNI 

dorong Penerbitan PP Koopssusgab menggambarkan penonjolan langkah 

penyelesaian masalah Republika agar elemen negara dapat hadir menanggulangi 

terorisme tanpa adanya perdebatan konstitusional. Republika menulisnya sesperti 

berikut ;  

Hadi mengungkapkan, pada prinsipnya, Komisi I DPR mendu kung 

pembentukan Koops susgab sebagai bentuk dari peran dan fungsi TNI sesuai 

dengan amanah UU Nomor 34 Tahun 2004.Selain itu, dia menjelaskan, untuk saat 

ini Koopssusgab memang belum aktif.(Koran Republika, Mei 2018) 

Ungkapan tersebut dilontarkan oleh panglima TNI Hadi Tjahyanto, dalam 

mendorong terbitnya PP atau pereaturan pemerintah sebagai payung hukum bagi 

Koopssusgab. Dalam artian TNI dapat terlibat namun dengan payung hukum yang 

berbeda. Hal tersebut juga ditonjolkan oleh Republika pada kutipan teks berikut ;  

Namun, baik TNI maupun Polri, telah ada MoU dengan bentuk berupa 

BKO (Bawah Kendali Operasi)."Sehingga apabila diperlukan saat ini dalam 

rangka menanggulangi aksi teroris, kami bisa mem-BKO-kan pasukan khu sus TNI 

di dalam kekuatan Polri dalam bentuk BKO," kata Hadi.(Republika,  Mei 2018) 

Meski TNI dilibatkan, teks berita di atas menunjukan keberadaan 

Koopssusgab TNI tetap berada di bawah komando Polri, aktifnya TNI juga pada 

situasi darurat dan memang diperlukan, dalam artian hal ini adalah pemberian 



keleluasaan pada aparat negara melalui payung hukum, dan tetap menjunjung nilai 

HAM dalam mengoperasikanya 

B. Frame Kompas 

Problem Identification ; berbeda dengan frame yang ditonjolkan oleh 

Republika yang cenderung menyoroti tentang RUU antiterorisme. Kompas lebih 

cenderung membangun frame fenomena terorisme di surabaya sebagai masalah 

ancaman bangsa, yang diakibatkan dengan tersebarnya jaringan jaringan sel 

terorisme yang dinamis seperti di Surabaya. untuk melihat frame tersebut, dari 

total teks berita yang diterbitkan oleh Kompas sebanyak 19 Judul sejak tanggal 

14 hingga 28 Mei 2018 mengenai topik peristiwa teror bom di Surabaya. Lima 

berita pertama yang diterbitkan oleh Kompas menjadi kecenderungan bangunan 

frame yang ditonjolkan dan menjadi gambaran bahwa teror bom di Surabaya 

didefinisikan sebagai masalah ancaman bangsa.  

Peristiwa terorisme yang dibingkai sebagai ancaman bangsa oleh Kompas 

dapat diketahui dari kutipan teks berita berikut, dengan judul “Bersatu Untuk 

Indonesia” yang berisikan bunyi pendapat dari kepala negara Joko Widodo 

sebagai narasumber ;  

“Selain itu, Presiden Jokowi juga memerintahkan Kepala Polri untuk 

menindak seluruh jaringan teroris di Tanah Air. ”Saya ajak semua anggota 

masyarakat untuk bersama-sama memerangi terorisme, radikalisme, yang 

bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai luhur kita sebagai bangsa yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kebinekaan,” kata Presiden.” ( 

Kompas, 14 Mei 2018) 

 Dalam kutipan berita di atas pressiden Joko Widodo mengatakan agar 

warga bersama untuk memerangi berbagai tindakan yang bertentangan dengan 

nilai luhur bangsa. Dan secara kontekstual yang mengacu pada kutipan berita di 

atas tindakan terorisme didefinisikan sebagai masalah yang dapat mengancam 

keamanan bangsa. Selanjutnya Kompas juga membangun narasi mengapa 

terorisme menjadi ancaman yang berbahaya. Narasi tersebut dapat diketahui 

dalam penggalan teks kalimat berita di atas yang berbunyi “Selain itu, Presiden 

Jokowi juga memerintahkan Kepala Polri untuk menindak seluruh jaringan 



teroris di Tanah Air”, diksi kalimat yang bertuliskan menindak seluruh jaringan 

teroris di Tanah Air menggambarkan frame Kompas yang menjelaskan tentang 

adanya aktifitas jaringan teroris yang menjadi sebab adanya teror bom di 

Surabaya. dan dari peristiwa tersebut secara tersirat Kompas membangun frame 

bahwa terorisme merupakan ancaman bagi bangsa.  

 Untuk memperkuat bangunan pendefinisian masalah atas peristiwa teror 

bom di Surabaya yang menonjolkan frame utama, koran Kompas menurunkan 

teks berita berjudul “Matangnya Ekosistem Teror”  yang secara substansial berita 

tersebut menguraikan, mengapa jaringan terorisme tetap hangat dan aktif di 

belahan tanah air. Adapun kutipan beritanya sebagaimana berikut ;  

“Dalam 20 tahun sejak gerakan reformasi sebagai perjuangan demokrasi 

pecah pada tahun 1998, negeri ini terlukai oleh berbagai serangan teror. Para 

pelaku teror yang mencatut paham agama menunggangi atmosfer baru 

demokrasi—yang mereka anggap thagut setan—untuk mendiseminasi 

ideologinya. Pemasaran ideologi juga bertujuan merebut legitimasi publik, dan 

itu bisa terjadi ketika ekosistemnya di masyarakat dibiarkan menghangat hingga 

matang”.(Kompas, 14 Mei 2018) 

 Teks berita di atas menjelaskan uraian bangunan frame Kompas yang 

mendefiisikan bahwa terorisme adalah ancaman bagi bangsa. Dalam teks di atas 

dijelaskan pasca fase reformasi Indonesia menerimaancaman teror bom, yang 

diartikan sebagai ancaman bagi sistem demokrasi yang berlangsung. Selanjutnya 

relafansi antara serangan teror dan ancaman bagi demokrasi pada teks berita di 

atas menggambarkan bahwa terorisme terjadi karena adanya internalisasi paham 

agama yang ekstrem, dan tersebar masif di daerah yang ada di Indonesia, yang 

pada akhirya menjadi ancaman bagi Indonesia hingga hari ini.    

Causal Interpretation ; untuk mendukung frame bahwa terorisme adalah 

suatu ancaman bagi bangsa, terdapat teks berita yang diturunkan oleh Kompas 

sebagai pendukung dan menunjukan penyebab masalah dari frame yang telah 

didefinisikan di atas. Untuk menguraikan faktor penyebab masalah yang 

mendukung frame, peneliti akan menganalisis secara induktif, dimulai dari 

penyebab masalah terkecil hingga struktur terbesar dari penyebabnya. Mulai dari 



tataran pelaku peledakan secara individual hingga, identitas organisasi yang 

terlibat serta bagaimana stuktur bangunan frame Kompas dalam teks beritanya 

menggambarkan bahwa masih banyaknya jaringan terorisme menjadi faktor 

utama yang mengancam kemanann bangsa.  

Untuk mengetahui unsur frame penyebab masalah pada tataran pelaku 

(who) dapat dilihat dalam kutipan berita pada tanggal 14 Mei sebagaimana berikut 

;  

“Para pelaku peledakan, menurut Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito 

Karnavian, adalah satu keluarga. Dita yang meledakkan diri di GPPS adalah 

kepala keluarga. Ia adalah ketua jaringan Jamaah Ashaarut Daulah Jawa Timur. 

Adapun pelaku peledakan di GKI adalah istrinya yang juga membawa serta dua 

anak perempuannya. Dua pelaku lain di Gereja Santa Maria Tak Bercela adalah 

dua anak laki-lakinya.” ( Kompas, 14 Mei 2018). (Kompas, 14 Mei 2018) 

 Dalam kuitipan teks di atas pelaku secara perorangan ditujukan kepada 

Dita yang juga sebagai kepala keluarga, dengan motif membawa keluarga untuk 

terlibat dalam aksi teror tersebut, dalam artian penyebab atau pelaku teror pada 

peristiwa ini tidaklah tunggal. Setelahnya Kompas menarik pelaku pada struktur 

yang adadibelakangnya, yang tak lain pelaku tergabung dalam jaringan teroris 

yang berkembang di Jawa Timur yakni JAD yang disebut sebagai struktur yang 

memfasilitasi dan mendalangi teror bom Surabaya. seperti kalimat yang tercantum 

dalam teks berita di atas berikut ini “Ia adalah ketua jaringan Jamaah Ashaarut 

Daulah Jawa Timur”. 

 Selanjutnya, Kompas membangun frame penyebab masalah tidak hanya 

pada tataran pelaku secara indivudual, struktur bangunan frame penyebab masalah 

yang lainya terdapat pada gambaran yang menjelaskan bahwa masih banyaknya 

jaringan terorisme yang belum di basmi dan aktif di beberapa daerah di Indonesia, 

termasuk Surabaya Jawa Timur. 

Berita yang diturunkan oleh Kompas, yang menjelaskan mengenai 

jaringan terorisme secara kontekstual sebagaimana berita pada tanggal 16 Mei 

2018 yang berjudul “Penyisiran Terduga Teroris Berlanjut” dengan potongan 

kutipan berita yang berbunyi ;  



 “Penangkapan terduga teroris yang dilakukan tim Detasemen Khusus 88 

Antiteror Polri sepanjang Selasa (15/5/2018) tidak hanya dilakukan di Jawa 

Timur. Beberapa terduga teroris di Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Asahan, 

Sumatera Utara, juga ditangkap.”(Kompas, 16 Mei 2018) 

“Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal (Irjen) 

Machfud Arifin menyatakan, target utama dalam penangkapan ini adalah orang 

yang menanamkan ideologi radikal kepada Dita Oeprianto, pemimpin sel 

kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Surabaya, yang juga pelaku 

peledakan bom tiga gereja di Surabaya.” (Kompas, 16 Mei 2018) 

 

 

Dalam dua potongan teks berita di atas, Kompas membingkai terjadinya peristiwa 

radikalisme dan terorisme selama ini disebabkan karena tidak adanya regulasi yang 

jelas untuk mengangkal terjadinya terorisme di Indonesia. Kompas juga menjelaskan 

dengan membingkai massifnya penanaman ideologi ekstrem yang juga berdampak 

pada nafas panjang terorisme bersemai, bingkai tersebut dilegitimasi dengan 

pemberian ruang kepada narasumber dari kepolisian daerah Jawa Timur Machfud 

Arifin. Selanjutnya, tersemainya bibit jaringan teroris yang merebak dan belum 

diberantas juga digambarkan oleh Kompas pada teks berita yang berjudul “Teroris 

Terus Diburu”. Lead berita pada berita tersebut berbunyi sebagaimana berikut ;  

“Menyusul serangan bom bunuh diri di tiga gereja dan ledakan bom di 

Rumah Susun Wonocolo serta penyerangan di Markas Polrestabes Surabaya, Jawa 

Timur, dan Markas Polda Riau, Detasemen Khusus 88 Kepolisian Negara RI terus 

memburu para terduga teroris di sejumlah daerah.”(Koran Kompas, 20 Mei 2018) 

Kompas pada lead berita di atas, melakukan konstruksi dengan mengaitkan 

peristiwa teror bom di Surabaya dengan aksi Densus 88 yang terus memburu terduga 

dan jaringan yang masih aktif di sejumlah daerah. Adapun kutipan berita serupa yang 

dapat dianalisis seperti ;  



“Sebelumnya, Polri membongkar jaringan teroris di Mojokerto, Jatim; 

Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Tarakan, Kalimantan Utara.”(Koran Kompas, 20 

Mei 2018) 

Terdapat potongan kalimat yang membingkai terdapatnya jaringan teroris yang 

diketahui oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kompas juga memberi ruang yang 

cukup besar bagi tim Densus 88 atau kepolisian untuk menjadi perangkat anggle yang 

menjelaskan bahwa terorisme menjadi ancaman bagi bangsa jika tidak diberantas. 

penjelasan konstruksi mengenai jaraingan terorisme yang aktif  dan 

menghangat, koran Kompas membingkai adanya relasi antara jaringan teroris dengan 

kepentingan politik, ideologis, dalam artian digambarkan terorisme mempunyai cerita 

sejarah hingga menyebar dan melakukan aksinya. Konstruksi tersebut ditunjukan oleh 

Jendral Polisi Tito Karnavian pada kutipan berita berikut ;  

“kita juga sadar, terorisme tak muncul ex nihilo, lahir dari kekosongan. Ada 

konteks historis, sosial, ekonomis, ideologis, dan politik yang 

membentuknya”(Kompas, Mei 2018) 

Dibalik masih banyaknya terduga teroris dan strukturnya dalam hal ini 

jaringan jaringan teroris. Ada hal lain yang perlu diwaspadai, kutipan berita di atas 

mengkonstruksikan  kewaspadaan elemen negara atas adanya ideologi ekstrem yang 

menjadi sebab seseorang berani  melakukan teror ledakan bom.  

Moral Evaluation ; penjolan argumentasi melalui teks berita dikonstruksikan 

oleh Kompas, dalam menguraikan lebih dalam mengenai bahaya ancaman terorisme 

yang tersemai hingga membentuk konsensus jaringan yang terstruktur. Dapat dilihat 

bagaimana Kompas membingkai pelaku terorisme sebagai korban pertama, dalam arti 

pada konteks peristiwa ledakan bom di Surabaya pelaku diposisikan menjadi Korban 

ideologi paham radikal. Hal tersebut adalah frame pandangan humanis dari Kompas 

dan menjadi judge moral. Hal tersebut ditunjukan melalui berita dengan judul “Kotak 

Pandora RUU Terorisme” berkut ini ;  

Kita terjebak dalam dilema moral serius. Memerangi terorisme dengan 

pendekatan keamanan murni bisa mempercepat kematian para pelaku, tetapi 

potensial menabur benih teroris untuk jangka panjang(Kompas, Mei 2018) 



       Kutipan berita di atas diungkapkan oleh Jendral Polisi Tito Karnavian yang 

menunjukan ada unsur fundamental mengapa terorisme dapat bersemai di Indonesia, 

dalam artian proses penanganan dengan pendekatan keamanan fisik seperti yang 

dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas terorisme tidak bisa secara tuntas 

menyelesaikan masalah.  

Unsur fundamental yang melatarbelakangi struktur besar pelaku terorisme 

digambarkan dengan adanya motif ideologi dan politik. Pemaparan tersebut oleh 

Kompas juga dapat diartikan sebagai konstruksi agar lembaga legislatif pemerintah 

lebih komprehen. Untuk melihat bagaimana Kompas mengkonstruksi pemahaman 

mengenai terorisme, Kompas mengemasnya dalam tubuh berita yang sama yakni 

Kotak Pandora RUU Antiterorisme berikut ini ;  

perlu diferensiasi pendekatan yang berdasarkan hierarki pelaku: (1) aktor 

intelektualis yang merancang; (2) para guru yang melakukan dakwah-dakwah 

radikal; (3) tenaga teknisi pembuat senjata dan perakit bom; (4) operator lapangan 

yang mungkin tak memiliki keahlian apa pun kecuali ”keikhlasan” untuk bunuh diri; 

termasuk (5) simpatisan teroris yang relevan. Yang berada di puncak piramida 

memikul tanggung jawab terbesar. 9Kompas, Mei 2018) 

uraian di atas menggambarkan bahwa terorisme berjalan dengan struktur 

yang lengkap, adanya ekspansi kepentingan ideologi dan politik yang dijalankan 

melalui aksi radikal di seluruh dunia termasuk peristiwa ledakan di Surabaya. unsur 

fundamental tersebut bagi Kompas harus menjadi landasan epistemologi dalam 

membahas RUU Antiterorisme sebagai payung hukum aparat dalam memberantasnya.  

Terjadinya teror ledakan bom tak hanya menjadi ancaman bangsa, hal 

tersebut juga menjadi duka yang mendalam bagi para korban dan berdampak 

menyebarkan trauma serta ketakutan akan teror serupa bagi seluruh elemen bangsa.  

 Hal tersebut menghadirkan tanya, dengan upaya apa pemerintah 

menanggulangi aksi radikalisme tersebut. Adapun bentuk penilaian moral yang 

dikonstruksikan oleh Kompas melalui kutipan berita yang berjudul “Tetap Jaga 

Harmoni Antarumat Beragama” sebagaimana berikut ;  

Karena itu, kepolisian dan pemerintah harus mengusut kasus tragis tersebut 

secara tuntas, obyektif, dan transparan disertai langkah pemecahan ke depan yang 



semakin komprehensif antara pencegahan dan penindakan secara saksama agar tidak 

berulang kembali.(Kompas, Mei 2018) 

Kutipan di atas monjolkan konstruksi Kompas agar negara mampu berbuat 

lebih untuk menangani kasus terorisme. Dalam potongan teks berita di atas, diksi 

pencegahan mendukung atas konstruksi frame penyebab masalah yang 

menggambarkan aktifnya sel terorisme yaang diberantas oleh kepolisian, sedangkan 

diksi penindakan ditonjolkan untuk mengkonstruksi narasi dalam menyegerakan 

rampungnya RUU Antiterorisme oleh pemerintah.  

Treathment Recomendation;pewartaan melalui teks berita atas terjadinya 

ledakan bom di Surabaya oleh Kompas berlangsung selama 2 minggu dimuali pada 

tanggal 14 hingga tanggal 28 Mei. Untuk melihat konstruksi framing langkah 

penyelesaian masalah, hal ini dapat dilihat pada judul judul berita di akhir minggu 

kedua pewartaan. Secara tegas langkah penyelesaian yang dipilih oleh Kompas adalah 

percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme oleh lembaga legislatif negara.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Soesatyo selaku Ketua DPR RI yang 

menjadi aktor penyelesaian pembahasan RUU tersebut, berikut kutipan ungkapanya 

dalam potongan berita berjudul DPR Janji Revisi Diselesaikan Mei ;  

 ”Percepatan penyelesaian RUU Antiterorisme penting untuk memberikan payung 

dan kepastian hukum dalam pemberantasan terorisme,” ujar Ketua DPR Bambang 

Soesatyo saat membuka Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 dalam Rapat 

Paripurna DPR di Kopleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/5/2018).(Koran Kompas, 

Mei) 

 Dari kutipan di atas, dapat dilihat kecenderungan penonjolan Kompas agar RUU 

terorisme segera disahkan untuk menjadi payung hukum Kepolisian dan TNI dalam 

bergerak. Sementara itu, konsekuensi logis mengapa Kompas memilih langkah 

penyelesaian dengan disegerakanya pembahasan RUU Antiteorisme bisa terlihat pada 

berita yang berjudul Kotak Pandora RUU Antiterorisme. Pada berita tersebut dimuat 

ungkapan pendapat dari Boni Hargens dan Tito Karnavian, keduanya menyiratkan 

framing Kompas, sebagaimana kutipan berikut ;  



 Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian melontarkan pendapat yang 

revolusioner. ”Keluarga pelaku bom Surabaya juga korban. Mereka korban dakwah 

radikal,” ujar Tito dalam tayangan televisi swasta (15/5/2018).(Koran Kompas, 20 

Mei) 

 Revolusioner karena mendobrak pakem universal tentang teroris sebagai 

penjahat murni. Ungkapan Tito memuat substansi humanitarian yang berintensi 

memerangi terorisme sambil memperlakukan pelaku sebagai manusia bermartabat. 

Ini sinyal baik yang mesti ditangkap para pembuat undang-undang di parlemen.. 

(Koran Kompas, 20 Mei) 

Ungkapan Tito tak lain adalah bingkai konstruksi Kompas, yang menjelaskan 

bahwa seorang pelaku teror juga merupakan korban ideologi radikal, hal tersbutlah 

yang harus dipahami eleh semua kalangan, yang nantinya membawa pada pemahaman 

kalau penuntasan kasus terorisme tidak hanya lewat lewat pendekatan keamanan atau 

fisik. Hal tersebut juga ditunjukan dalam potongan kalimat dalam berita sebagai 

berikut ;  

 memerangi terorisme sambil memperlakukan pelaku sebagai manusia 

bermartabat. Ini sinyal baik yang mesti ditangkap para pembuat undang-undang di 

parlemen. (Koran Kompas, Mei 2018) 

 Dalam teks di atas dijelaskan cara pandang yang lain dalam melihat pelaku 

sebagai manusia atau korban. Dan salah satu caranya adalah melalui pendekatan 

hukum. Dibawanya langkah penyelesaian ke ranah hukum tak lain adalah unsur 

pembantu agar penanggulangan lebih humanis dan obyektif 

Table 1.1 

Perbandingan Frame koran Republika dan Kompas  

Instrumen Frame Republika Kompas 

Define Problems Pemerintah lambat dalam 

mengesahkan Undang Undang 

Antiterorisme 

 

Terorisme sebagai ancaman 

bangsa 

Diagnose Causes Adanya polemik perdebatan 

mengenai definisi terorisme, dan 

wacana pelibatan Koopssusgab 

TNI untuk menangani terorisme. 

Masih banyak jaringan terorisme 

yang aktif di Indonesia. 

Kepolisian masih menemui 

jaringan teroris yang mempunyai 



yang menjadikan UU tak kunjung 

disahkan 

potensi tindakan radikal untuk 

melakukan teror di berbagai 

daerah 

Make Moral Judgment Memberi aturan hukum kepada 

aparat kemanan untuk 

menanggulangi terorisme agar tak 

berlarut larut dalam pembahasan 

penyusunan UU Antiterorisme 

Diperlukan penanggulanagan 

dengan pendekatan judicial atau 

hukum, agar aparat keamanan 

lebih obyektif dalam menindak 

kasus terorisme  

Treatment 

Recomendation 

Memberikan aturan atau payung 

hukum bagi aparat kemanan untuk 

menanggulangi dan menindak 

terorisme dengan menerbitkan UU 

Antiterorisme untuk Kepolisian 

dan PP atau peraturan pemerintah 

untuk Koopssusgab TNI 

Pemerintah segera 

menyelesaikan RUU 

Antiterorisme, dengan adanya 

UU tersebut pendekatan dalam 

menangani pelaku terorisme 

lebih humanis karena dapat 

memberantas teroris sebelum 

melakukan teror 

 

Selanjutnya, perihal peristiwa ledakan bom di Surabaya, koran Republika dan Kompas 

mempunyai faktor pengaruh tersendiri, yakni ;  

1. Faktor Ekstra Media 

Dalam pewartaan suatu berita erat kaitanya dengan pengaruh dari luar 

sturktur kedua media tersebut dalam mengemas bingkainya masing masing. Hal 

ini terjadi tidak lepas dari kepentingan ekonomi poltik media, dalam artian 

kepentingan media biasanya berbanding lurus dengan stakholder media tersebut, 

bahkan ada kepentingan kapital yang berdampak pada keberlangsungan hidup 

suatu media, dan hal tersebut akan berdampak pada otonomi seorang jurnalis 

dalam menentukan framing suatu berita yang ditulis (Tapsell, 2018, hal. 75). 

Elemen yang mempengaruhi Republika dan Kompas dalam menentukan 

konten berita yang pada akhirnya membentuk suatu framing adalah pihak 

eksternal, yang mencakup tiga hal. Pertama, narasumber dan yang kedua 

pemerintah, dan yang ketiga konteks sosial yang berkembang, Dipilihnya 

narasumber sebagai pendukung konstruksi framing oleh kedua koran tersebut, 

merupakan faktor yang cukup berpengaruh, karena sejatinya untuk memperkuat 

konstruksi framing kedua koran tersebut membutuhkan analisis atau argumen dari 

pemerhati peristiwa yang diangkat, disisi lain pihak eksternal juga mempunyai 

kepentingan untuk menuangkan argumenya melalui media cetak untuk 



mengkonstruksi opini publik. Nick Davies dalam buku Media Kooperasi dan 

Kooporasi Media menjelaskan adanya relasi simbiosis antara kepentingan dua 

pihak, yakni internal aparatur media dengan pihak eksternal seperti pemilik modal 

atau pebisnis hingga pemerintah, akibat dari relasi tersebut wartawan dan 

produksi teks berita dapat dipengaruhi(Boyle, 2013, hal. 10) 

Untuk kedua koran tersebut misalnya, narasumber yang dipilih banyak 

yang berasal dari panitia khusus RUU Antiterorisme, pejabat pemerintah, dan 

aparat kemanan, hal itu tentu untuk menambah pesan objektif dari framing berita 

yang akan ditonjolkan. Selanjutnya pemerintah juga salah atu faktor yang 

mempengaruhi konten berita. Dalam sajian berita berkelanjutan mengenai 

peristiwa terorisme di Surabaya, koran Republika juga banyak menyoroti 

mengenai bagaimana pemerintah mengambil langkah untuk membahas RUU 

Antiterorisme. Namun adanya pengaruh antara media dan pemerintah bukan 

dalam arti media berafiliasi, melainkan menunjukan sikap kontra terorisme media 

dengan memantau antisipasi negara melalui pemerintah akan terorisme. 

Adapun data kuantitatif yang telah penulis analisis yang dapat dilihat 

kedalam konversi persentase mengenai besaran narasumber yang dipilih oleh 

media Republika dan Kompas, yang mempengaruhi framing kedua media 

tersebut, sebagaimaan tabel di bawah ;  

Tabel 1.2 

Kecenderungan Sumber Berita Harian Republika dan Kompas 

Narasumber Berita Republika  Kompas  

Pansus RUU 26 26, 53 % 5 15,62 % 

Pemerintah 28 28,57 % 4 12,5 % 

Aparat Keamanan 18 18,36 % 19 59,37 % 

Akademisi 26 26, 53 % 4 12,5 % 

Jumlah 98 100 %  32 100% 

Sumber ; diolah oleh penulis 



Tabel di atas merupakan pihak ekstra media yang mempengaruhi 

pembentukan framing Republika dan Kompas, untuk Republika terdapat empat 

pihak dari luar media yang memengaruhi, atau mencoba memenangkan opini 

sebagai bentuk konstruksi yang meliputi. Pertama,  panitia khusus RUU, sumber 

berita dari pansus RUU banyak digunakan oleh Republika untuk menjelaskan 

framing perdebatan mengenai definisi terorisme, dalam hal ini banyak anggota 

partai politik yang tergabung dalam legislatif RI dan tim khusus perumusan UU 

Antiterorisme, naarasumber dari pansuslah yang ditonjolkan Republika untuk 

mengisi framing penyebab masalah. 

Kedua, narasumber dari kalangan pejabat pemerintah menepati persentase 

tetinggi, yakni 28 persen, hal ini berbanding lurus dari framing pendefinisan 

masalah yag dipilih Republika, untuk menentukan framing definisi permasalahan 

lambanya pengesahan UU, koran Republika menggunakan pemerintah eksekutif 

sebagai kepanjang tanganan konstruksi, narasumber yang dipilih seperti Presiden 

Joko Widodo, Menkumham Yasona Laoly, Menkomaritim Luhut Binsar 

Panjaitan, dan dari sinilah dikonstruksi oleh Republika lambatnya pengesahan UU 

menjadi ruang gerak bagi terorisme untuk bertindak. 

Ketiga, aparat keamanan dalam hal ini ada dua yakni kepolisian serta TNI, 

narasumber dari kepolisian dominan dalam membentuk konstruksi bahwa 

diperlukanya payung hukum untuk kepolisian lebih leluasa dalam menindak kasus 

terorisme. Disisi lain, pohak TNI memberikan konstruksi bahwa TNI mesti 

terlibat dalam menanganni terorisme, namun  menggunakan payung hukum 

berbeda yang terbit dari eksekutif seperti Perppu dan teteap dibawah komando 

kepolisian.. 

Keempat, adalah akademisi yang dipilih Republika untuk menjelaskan dan 

memberi penilaian moral, secara gamblang narasumber dari akademisi 

mengkonstuki harus ada pemberian aturan hukum bagi aparat keamanan, hal 

tersebut mengingat terjadinya perdebatan sidang pengesahan UU dan wacana 

pelibatan TNI yang tidak mempunyai dasar hukum. Sehingga Republika memilih 



jalan penilaian moral harus adanya aturan hukum yang mendasari kepolisian dan 

TNI. 

Selanjutnya untuk membaca tabel kecenderungan sumber berita oleh 

Kompas, juga terdapat empat sumber yang sama. frame yang dipilih oleh Kompas 

adalah terorisme sebagai ancaman bagi bangsa, hal ini digambarkan dengan 

argumen dari pemerintah yang menyesali adanya teror bom di Surabaya,, 

pemerintah ataupun negara juga digambarkan hadir dalam menangani kasus 

terorisme, di sini sumber dari presiden RI Joko Widodo mendominasi akan 

konstruksi ancaman terorisme. 

Frame pendefinisan masalah diperkuat dengan penemuan jaringan 

terorisme di beberapa daerah selain di Surabaya yang berhasil dicekal oleh 

kepolisian hal ini menunjukan framing penyebab masalah yang dipilih Kompas 

melalui narasumber Kepolisian, argumen berasal dari Jendral Polisi Tito 

Karnavian dan jajaranya, yang pada dasarnya sel jaringan masih terdapat dan 

tersemai di daerah, yang terakhir melancarkan aksinya di Surabaya.  

Dilain sisi, Kompas juga memimililh penilaian moral bahwa penanganan 

terorisme harunya tidak hanya secara fisik melainkan harus ada pendekatan 

hukum agar lebih objektif dan memanusiakan, hal ini juga diungkap para 

akademisi dan kepolisian, bahwa aparat kemanan membutuhkan dasar hukum 

untuk menindak terorisme. Hal ini juga sebagai gambaran entuk pihak dari luar 

media untuk memenangkan opini kepada khalayak memalui surat kabar Kompas. 

Dalam tataran langkah penyelesaian, surat kabar Kompas berbda dengan 

harian Republika yang cenderung menyudutkan DPR yang lambat untuk 

mengesahkan UU Antiterorisme, namun Kompas memandang dengan DPR 

langsung mengadakan sidang pengesahann UU setelah kejadian teror di Surabaya 

adalah dapak positif untuk penanganan terorisme, karena dengan dirumuskanya 

UU akan sesuai harapan pemerintah dan kepolisian yang menginginkan 

menangani terorisme dengan pendekatan hukum.  

2. Faktor Ideologi 



Menjelaskan mengenai ideologi yang menjadi faktor pengaruh dalam 

pewartaan berita Republika dan Kompas memunculkan sekilas pertanyaan, yakni 

mengapa ideologi dapat mempengaruhi cara pandang maupun bingkai surat kabar 

dalam mewartakan aksi terorisme di Surabaya. lalu bagaimana ideologi bekerja 

dalam menentukan bingkai media. 

Mencari definisi sederhana ideologi merujuk pada konsep suatu keyakinan 

yang dirasa benar yang mampu menjadi cara pandang dalam bertindak, namun 

jika ditarik dalam ranah ilmu komunikasi, ideologi media massa masuk dalam 

kajian media studies yang menaruh perhatian pada konten media atau 

membongkar makna dibalik struktur media massa yang biasa dinikmati, dalam 

artian jika mencermati ideologi suatu media massa berarti mencoba 

merelafansikan nilai nilai dasar suatu media yang berbanding lurus dengan teks 

berita yang dibingkai.(Pawito, 2014, hal. 6). 

Dalam buku Kabar Kabar Kekerasan Dari Bali, menjelaskan adanya 

keselarasan antara nilai ideologi media Republika dan Kompas dengan framing 

yang dilakukan atas peristiwa terorisme. Dalam temuan tersebut Republika 

memandang terorisme adalah peristiwa hegemonis-politis yakni rekayasa barat 

untuk mendiskreditkan Islam, hal tersebut tak lain adalah upaya Republika 

sebagai harian berwacana Islam dalam menangkal stereotype bahwa teroris adalah 

muslim. Sedangkan Kompas membingkai terorisme dengan pendekatan 

humanisme, dengan mendefinisikan terorisme sebagai bentuk kejahatan manusia, 

dan memfokuskan pemberitaan pada upaya penanggulangan terorisme melalui 

pendekatan hukum(Fauzi, 2007, hal. 238) 

Republika sebagai media cetak yang mempunyai wacana Islam moderat 

tentunya akan tetap menjaga ideologi yang diyakininya, dalam artian nilai nilai 

keislaman akan selalu dipakai untuk menjadi cara pandang dalam mendefinisikan 

suatu peristiwa, selanjutnya Ross Tapsell pernah menguraikan bagaimana kondisi 

media setelah peristiwa terorisme pada 11 September 2001, dijelaskan media 

berideologi Islam menghadapi masalah pasca peristiwa tersebut, kemungkinan 

yang ada pada dua hal. Pertama, peristiwa 11 Spetember dilekatkan pada seorang 

muslim, shingga muncul streotype teroris adalah muslim. Kedua, banyak media 



berhaluan Islam membingkai bahwa terorisme adalah murni kejahatan 

kemanusiaan yang berakar pada keyakinan radikal dalam hal tindakan, yang ttidak 

terlepas dari kepentingan politik global, yang disini muslim disudutkan sebagai 

pelaku.(Tapsell, 2018, hal. 108) 

Dijelaskan dalam bab 2, ideologi yang dijalankan oleh media cetak 

Republika adalah Islami yang moderat serta nasionalis. Hal tersebut sangat 

berbanding lurus dengan apa diterapkan oleh Republika dalam mengemas 

peristiwa teror bom di Surabaya. atas dasar, salah satu faktor yang mempengaruhi 

pemberitaan Republika dalam peristiwa teror di Surabaya adalah Ideologi.  

Selanjutnya, untuk melihat bagaimana ideologi sangat berpengaruh dalam 

pemberitaan media cetak Kompas, tentunya dapat diketahui dengan 

membandingkan nilai dan karakter yang dijunjung tinggi oleh Kompas dengan 

framing yang dilakukan oleh Kompas atas terorisme di Surabaya. media Kompas 

serig dijuluki sebagai surat kabara yang mempunyai gaya jurnalisme ala kepiting, 

gaya jurnalisme disini dapat dipahami bahwa Kompas bersikap nasionalis, dalam 

merespon peristiwa yang terjadi, misalnya dalam konsteks sosial politik framing 

pemberitaan Kompas tidak terlalu tendensius dengan beridiri pada pihak yang 

mana, malinkan tetap menjaga independensi sebagaimana layaknya jurnalisme 

bekerja.. 

Begitupun dengan pemberitaan terorisme di Surabaya, berita berita yang 

dikemas sejalan dengan karakter Kompas yang ada. mempunyai karaketr 

nasionalis dan humanis cukup membawa media tersebut dalam ruang 

nasionalisme dan kontraterorisme. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap Kompas 

dalam melihat peristiwa terorisme. Hal itu juga dapat dilihat dari seluruh berita 

yang diturunkan dalam mewartakan aksi terorisme. Dan dengan ideologi yang 

termanifestasikan oleh berita, Kompas berusaha membawa khalayak kepada 

pengetahuan bahwa jaringan terorisme yang aktif di Indonesia menjadi ancaman 

bagi semua pihak, faktor ideologi dalam hal ini juga termanifestikan dalam latar 

belakang, dan nilai soerang jurnalis dari kedua media tersebut dalam 

memproduksi teks berita. 

 



4.1 Penutup 

Mengacu pada empat unsur terori framing Robert Entman, dapat 

disimpulkan media cetak Republika mendefinisikan peristiwa terorisme di 

Surabaya sebagai akibat dari lambatnya pemerintah dalam mengesahkan UU 

Antiterorisme, lantas dalam menentukan penyebab masalah Republika 

memandang adanya polemik perdebatan mengenai perumusan definisi terorisme 

serta disetujui tidaknya pelibatan TNI dalam menangani kasus terorisme, yang 

selanjutnya Republika membawa pada penilaian moral dan langkah 

penyelesaian bahwa seharusnya pemerintah memberikan aturan kepada aparat 

kemanan negara dengan segera mengesahkan UU Antiterorisme dan 

memberikan aturan hukum berbeda untuk pelibatan TNI. 

Lain halnya den media Kompas, yang mendefinisikan masalah bahwa 

terorisme sebagai ancaman bagi bangsa, hal ini terjadi karena bagi Kompas 

masih terdapat jaringan terorisme yang aktif dan belum diberantas oleh aparat 

berwajib dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang menjerat atau melandasi. 

Kompas juga memberikan penilaian moral dan langkah penyelesaian masalah, 

yakni seharusnya penanganan terorisme tidak hanya secara fisik, melainkan 

harus ada aturan hukum yang menjerat sehingga dapat diberantas sampai ke akar 

dan meminimalisir korban jiwa. 

Framing dari kedua media cetak tersebut tidak terlepas dari faktor faktor 

yang mempengaruhi konten produksi media massa. Dalam temuan peneliti 

mengacu dalam teori Shoemaker dan Reese, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi framing Republika dan Kompas. Pertama. faktor ideologi, peran 



ideologi atau cara pandang yang dilandasi nilai keberpihakan yang terap 

dijunjung oleh aparatur Republika dan Kompas membawa media cetak tersebut 

menarasikan framing kontraterorisme,  hal ini juga tidak terlepas dari 

pengetahuan yang berkembang baik pada jurnalis maupun kesepakatan komunal 

media. Kedua, faktor ekstra media, faktor dari luar yang dapat menentukan 

framing media terbentuk. Republika dan Kompas membuka ruang bagi 

stakeholder untuk mengisi pewartaan dalam bentuk penyataan, atau narasumber 

sebagai sumber berita untuk, yang tentunya harus berbanding lurus dengan cara 

pandang sebelumnya yang telah dipahami media dalam memandang peristiwa 

ledakan bom Surabaya. 

A. Saran 

 Penelitian ini mempunyai keterbatasan jangkauan, pertama. penelitian 

hanya mencari jawaban mengenai framing Republika dan Kompas pada 

pemberitaan terorisme di Surabaya, kedua. mengetahui faktor yang 

mempengaruhi framing kedua media tersebut. Dan keduanya diperoleh melalui 

data primer yang dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan model 

analisis framing Robert Entman dan peta faktor yang mempengaruhi framing 

Shoemaker dan Reese. Atas hal itu, peneliti memberikan saran agar ada 

penelitian dalam kajian analisis framing yang lebih tajam dalam menyajikan data 

serta menganalisis, seperti terjun langsung mewawancarai media yang akan di 

teliti pemberitaanya, agar dapat mempertajam hasil temuan penelitian. 
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